ABSTRAK

Serikat pekerja/organisasi buruh dibentuk oleh pekerja/buruh salah satunya
untuk memastikan bahwa kedudukan hak dan kewajiban seimbang di dalam
perusahaan. Dalam hubungan pekerja/buruh dengan perusahaan, tidak dapat
dipungkiri bahwa kedudukan perusahaan lebih tinggi dan kadangkala itu
menyebabkan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap pekerjanya. Eksistensi
serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan,
pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak
bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, dengan metode spesifikasi penelitian analisis dekspriptif yaitu penelitian
ini dilakukan dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan peraturan
Perundang-undangan dan bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang
objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tata cara pendirian diatur dalam Pasal 11
dan pendaftaran serikat pekerja/buruh diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 24
Undang-undang No. 21 Tahun 2000. Ketentuan yang mengatur tentang hal ini
lebih lanjut diatur dalam KEPMENAKERTRANS No.16 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Pasal 2 hingga Pasal
10. Serikat pekerja/buruh dapat menjadi kuasa hukum bagi pekerja/buruh yang
bersengketa di Pengadilan Hubungan Industrial memilki fungsi yang sama seperti
seorang Advokat dalam membela kliennya.
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